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QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan
kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah
satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara
terus menerus dan bersama-sama, baik oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun oleh
masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya
lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;

b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat
mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya
volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga
memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu
dengan melibatkan peran serta masyarakat dan
dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Kabupaten untuk mengatur urusan pengelolaan
sampah di Kabupaten Aceh Besar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang
Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5367);

18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam  Nomor 18);

19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam  Nomor 19 );

20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Aceh Tahun 2011
Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);

21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 12);
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23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut
DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan
pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten  Aceh Besar.
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8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan
usaha, dan/atau badan hukum.

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga
maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari
sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak
berasal dari rumah tangga,tetapi berasal dari kawasan permukiman,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

14. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk
klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

15. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang.

16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

17. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan
sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan meliputi: perencanaan, pembatasan
timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan
kembali.

19. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat
TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang,
pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.

21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.


